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Salinan PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Dgl
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PNESIRVES IINT N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di uwetea pada tanggal 10 Januari 1988, Jenis kelamin
Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Abd. Aan Achbar, S.H., Bebi, S.H, Mohamad Akbar,
S.H, Sandy A. Firgawan, S.H, Muhamad Nuzul, S.H,
Advokat / Konsultan Hukum pada kantor “Lembaga Bantuan
Hukum WESTPHALIA”, beralamat dijalan: Gn. Tinombala, No.
23b Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu —
Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27
Juni 2021. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
selanjutnya sebagai Penggugat.
melawan
Tergugat, lahir di Toaya pada tanggal 28 oktober 1993. Alamat: Toaya
Pandake, Desa Toaya, Kecamatan Sindue Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;/kuasa Penggugat
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 28 Juni 2021
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor
268/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tertanggal 30 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat telah
melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam
sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan, sebagaimana
tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 09/09/X/16 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di ruma
orang tua penggugat beralamat di Dusun 5 (lima) Uwetea, Desa Dalaka,
kecamatan sindue Kabupaten Donggala. Selama kurang lebih 2 (dua)
tahun. Kemudian penggugat dan tergugat pindah dirumah bersama yang
juga beralamat di Dusun 5 (lima) Uwetea, Desa Dalaka, kecamatan
Sindue Kabupaten Donggala. sejak bulan agustus tahun 2018;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Dan Tergugat telah di
karuniai seorang Anak yaitu; Anak, lahir dalaka 03 juli 2017 berdasarkan
akta kelahiran Nomor: 7203-LT-08122018-0014 yang di keluarkan oleh
dinas kependudkan dan catatan sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 8
Desember 2018;

4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pindah di rumah bersama pada
tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengakaran
antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan
antara lain:

o bahwa sejak tahun 2018 tergugat tidak pernah lagi manafkahi
penggugat;

o bahwa tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor
kepada penggugat;

o bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan
mengamuk;

o bahwa tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap penggugat
dan anak penggugat;

5. Bahwa sekitar bulan september 2019 tergugat pergi meninggalkan
penggugat beserta anak tanpa menitipkan pesan kepada penggugat

maupun anak penggugat;
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6. Bahwa pada bulan september 2019 tergugat beserta keluarga datang
kepada penggugat dengan maksud untuk memediasi penggugat dan
tergugat agar dapat rujuk dan kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa atas mediasi antara keluarga tersebut, penggugat dan tergugat
kembali rujuk sebagai sepasang suami istri. Namun kemudian pada bulan
september 2020 tergugat pergi untuk kedua kalinya meninggalkan
penggugat berserta anak penggugat sampai dengan saat ini;

8. Bahwa sejak bulan september 2020 sampai dengan saat ini, antara
penggugat dan tergugat telah pisah rumah/ranjang dan tidak lagi
berhubungan; yang mana tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat
yang beralamat di Toaya Pandake, Desa Toaya, Kecamatan Sindue
Kabupaten Donggala dan penggugat tingal dirumah penggugat yang
beralamat di Dusun 5 (lima) Uwetea, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue
Kabupaten Donggala;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:
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Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
oleh kuasanya datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/lkuasanya  meskipun  berdasarkan relaas  panggilan  Nomor
267/Pdt.G/2021/PA.Dgl, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan
patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan
mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor
09/09/X/16 tertanggal 3 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh PPN Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
Selatan telah dicocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagi berikut:

1. saksi |, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
anak 1 (satu) orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul
anak Penggugat dan Tergugat pula pernah marah-marah karena
ditegur oleh Penggugat untuk membeli beras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan September 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga dan Dewan Adat sudah berusaha merukunkan
dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisabh;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
anak 1 (satu) orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun

lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu,
Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati
Penggugat namun tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari
Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat
menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan
dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah
sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk
tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;
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Menimbang, surat kuasa tertanggal 27 Juni 2021 yang diberikan oleh
Penggugat selaku pemberi kuasa kepada kuasanya telah bermeterai cukup
yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan
dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu
sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi
sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili
hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana
ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 27 Juni 2021 yang diberikan
oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula
memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara
Cerai Gugat oleh Penggugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi
batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal
147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan
jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 01 Tahun
1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register
Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 30 Juni 2021
sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak
hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum
maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali
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membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan
tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan
Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang disebabkan karena sejak tahun 2018 Tergugat tidak
pernah lagi manafkahi Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar
dan kotor kepada Penggugat, bahwa Tergugat sering minum-minuman keras
hingga mabuk dan mengamuk, Tergugat seringkali melakukan kekerasan
terhadap Penggugat dan anak Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat terjadi padabulan September tahun 2020 yang
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat
telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah
mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini
adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum
gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu
Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya,
bermeterai cukup serta telah dinazegelen, bukti tersebut merupakan akta
otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini
telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat
terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan
mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah
orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di
muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal
171 R.Bg, dan sudah sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175
R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi

untuk didengar keterangannya di muka persidangan;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun
akhirnya sering berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi Penggugat tidak
mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, saksi pertama hanya mendengar dari cerita
Penggugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sama sekali alasan
perselisihan tersebut namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 Tergugat
yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pihak keluarga dan Dewan
Adat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa mengetahui secara
langsung adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (vreem de ooezaak)
timbulnya perselisihan dan pertengkaran atara Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi secara faktual telah terjadi perpisahan tempat kediaman bersama, serta
upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga sehingga dengan demikian
kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08
Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa keterangan saksi
dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum
(rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan
dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 25 September 2016 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020,
Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang
persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara
mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum
sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga,
perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim
akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah menikah pada tanggal 09 Februari 2013 adalah fakta yang menunjukkan
bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih
terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur
kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang,
menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus
menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan
perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa
unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan
Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan
unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan
keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau
masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami
isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat,
upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap
kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan
suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar
berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, in casu
Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah
menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencitai, hormat menghormati
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami
isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta
mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang
dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak
akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian
dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan
penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan
mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat
ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang yang telah
diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:
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ale sl lgzgs) agill ik, pasasabls

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka Majelis Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu”;

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara™ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Mohamad Arif,
S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah
Zunnurain, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.
Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Mazidah, S.Ag., M.H. Mohamad Arif, S.Ag., M.H
ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.
Perincian biaya:

- Biaya PNBP :Rp 60.000,00
- Biaya proses 'Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp  400.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



